SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWU

FPROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR Ot TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

Menimbang

Mengingat

TELEKUMUNIKASL 1 KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3SA

BUPATI PRINGEEWU,

. hahwa untuk rmoelakeanalkan putiusan Mahkamah

Konstitusi atas perikara Nomor 46/PUU-XII/2014
merngenat Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi dipandang periu menetapkan
penghitungan yang baru;

. bahwa penghitungan schagaimana dimaksud dalam

huwaf a perlu  dilakukan dengan  segera agar
memberikan kepastian hulum datam pelaksanaan
penggunaan tarif retribusi vang baru;

. bahwa berdasarkan pertunbangsn  scbagaimang

dimaksud dalam huaruf a dsn huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Deaersh Kabupaten Pringsewu Nomor
26 Tahun 2011 1tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewn;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indaonesia Nomar 3851);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lernbaran Negara Republik Indoncsia

Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

- Undang-Undang Momor I7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 4286};



10.

k1.

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keunangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomwor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taehun 2008 Nomor 1835, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Normar 49372);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer $587)
acbagaimana telah diubah bheberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomar 58, Tambghan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomor 56749);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lemnbarun Negara
Republik  Tndonesia Tahum 2000 Nomor 107,
Tambahan Lermnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3930);

Peratuiran Pemetintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578},

Peraturan Pemenintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentl
Pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daernh
(bembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2010
Nomnr 119, Tambahan Lembaran Negarz Republik
Indonesia Nomor 5161};



Menetapkan

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahwn 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indencsia Tabun 20145 Nomor
2036);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah ({Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

15, Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dar Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupatzn Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

Dengpn Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPAT] PRINGSEWILI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG FPERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR
26 TAHUN 2011 TENFANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
PRINGSEWU.

Fasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu Nomor 26 Tshun 2011 {entsng Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi di  Kabupaten
Fringsewl (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Fahun
2011 Nomor 28) dinbah sebagai beriloat:

I. Ketentuan Pasal 7 ayat (3] dan ayat (4} dihapus,
schingga berbunyi sebagai berikut:

Pagzal 7

(1) Tingkal pengeunasn jasa diukur berdasarkan
jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi selama 1
{gatu) tahuan,




(2] Jumlah kunjungan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1} ditetapkan scbanyak 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahum,

(3) Dihapus.
(4) Dihapus,

. Ketenhuan Pasal 8 dinbah dan ditambahlean ayat bar,
sehingga berbunyl schagai berikut:

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tanf
Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian
hiaya penyedian  jasa PChLEZAWASAN dan
pengendalian menara telekomunikasi.

(2} Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melipud biaya oprasional yang
berkaitsn langsung dengan kegiatan pengawasan
dan pengendalian menara telekomunikasi,

- Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berilot:
Pazzl 9

(1) Beasarnya tanf retribusi pengendalian Mcenara
Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai
berikut :

RPMT =TPX TR
Kelemngan :
RPMT : Retribusai Pengendalian Menara
Telekomunikasi
TP  : Tingkat Pengguna Jasa
TR : Tarif Retribusi

(2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dapat memperhitungkan:
A. zonasi;
b. ketinggian menara;
<. jenis mcnara; dan

d. jarak tempuh.

(3) Perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatar lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah.

{(4) Tarif Retribusi scbagaimene dimaksud pada ayat
(1} ditnjau kembali paling lama 3 (ligs) whun




(5} Penctapan Tarif Retribusi scbagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peramran Dacrah i dengan
penempatannya dalarn lemhbaran Daerah Kabupaten

Pringsewnl.

Ditetapkan di Pringsewna
pada tanggal 13 Fei 2017

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringgewu
pada tanggal 15 kel 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGEEWU,

dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR o0

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABRTUUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG : o! /49 /0is " do ]

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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